KATA PENGANTAR

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah mengamanatkan
bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu
mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku
kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan. Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena
menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk
menselaraskan prioritas pembangunan kecamatan/kelurahan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan kota; mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah
disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota;
serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan
Musrenbang. Prinsip yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan
prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan
atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Selanjutnya, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbang ini,
Bapelitbang menyiapkan buku petunjuk teknis pelaksanaan yang memuat mekanisme
pelaksanaan Musrenbang pada masing-masing tahapan, jadwal pelaksanaan
Musrenbang, kelengkapan format berita acara serta format-format pendukung lainnya.
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pelaksana,

sehingga pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan secara efektif dan efisien.



Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita sekalian, sehingga buku petunjuk teknis ini dapat dipedomani oleh seluruh
pelaksana musrenbang untuk mencapai tujuan sebagaimana kita harapkan bersama.
Amien

Bontang,  Januari 2020
KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG

Ir. Amiruddin, MP
NIP. 196505051993031013







Lampiran | Surat Wali Kota

Nomor : 050/ /Bapelitbang.3

Tanggal : Januari 2020

Perihal : Tata Cara Penyelenggaraan Musrenbang Kota Bontang Tahun 2020

l. PENDAHULUAN
1.1. Umum

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan
Tahunan yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut
memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku
pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) mulai dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota.
Musrenbang 2020 berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara
pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada
sinkronisasi rencana kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah
dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan
misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ini merupakan salah satu
wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan
perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreatifitasnya di dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan
bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia
usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari
membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-
hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan masing-masing tahapan
Musrenbang di Kota Bontang dapat berjalan dengan baik, maka disusun pedoman
yang lebih teknis untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dimulai dari tingkat RT,
Kelurahan, Kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kota.
Pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari Rembuk Warga tingkat RT sampai
Musrenbang tingkat Kota Bontang adalah suatu keterpaduan dan kesinambungan
dari proses musyawarah perencanaan pembangunan. Masing-masing tahapan
musrenbang tersebut mempunyai penekanan pada fungsi yang berbeda, saling
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melengkapi dan terintegrasi dalam satu kesatuan kegiatan. Secara diskriptif dapat

disampaikan fungsi dan peranan serta kerangka waktu masing-masing tahapan

Musrenbang Kota Bontang sebagai berikut :

a.

Rembuk Warga Tingkat RT adalah tahapan penggalian permasalahan
pembangunan yang dirasakan masyarakat dan memerlukan penanganan, baik
melalui  partisipasi masyarakat maupun melalui program/kegiatan
pembangunan tahun 2021. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan. (Minggu Ill Desember 2019 s/d Minggu |l bulan
Januari 2020)

Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan
program/kegiatan berdasarkan daftar permasalahan dari masing-masing RT
serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. (Minggu Ill s/d Minggu IV Bulan Pebruari 2020)
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku
kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan
program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana
Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan sebagai dasar
penyusunan rencana kerja kecamatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
pada tahun perencanaan. (Minggu | bulan Pebruari 2020)

Forum Perangkat Daerah adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan
Perangkat Daerah dengan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan.
Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan
disinkronkan dengan usulan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan
tupoksi dan sasaran prioritas Perangkat Daerah pada tahun perencanaan.
(Minggu IV Bulan Pebruari 2020)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang
merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan,
mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas program/kegiatan
pembangunan Daerah yang telah diusulkan melalui Musrenbang tingkat
Kecamatan dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan
tersebut akan menjadi masukan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerinah
Daerah (RKPD) tahun 2021. (Minggu Il Bulan Maret 2020)

Untuk pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 usulan dari masing-masing

Kelurahan, Kecamatan maupun Perangkat Daerah di kelompokkan dalam prioritas-

prioritas program/kegiatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Prioritas | adalah program/kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan

(darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang bersifat

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 2



multiplier (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat
setempat) ataupun jika kegiatan tersebut mampu mengungkit/membangkitkan
potensi-potensi masyarakat sehingga lebih meningkat kesejahteraannya. Misalnya:
pembangunan saluran pematusan banjir, perkuatan tebing penahan longsor,
pemberian modal UKM dan sebagainya.

Prioritas Il adalah program/kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi
sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung
membawa dampak pada masyarakat. Misalnya peningkatan jalan, perkerasan
saluran air dan sebagainya.

Prioritas |ll adalah program/kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka
panjang akan tetapi keberadaannya adalah suatu keniscayaan. Misalnya
pembangunan hutan kota, pengerukan saluran air, pengadaan peralatan olahraga
dan sebagainya.

Program/kegiatan prioritas Il dan Ill hanya dapat diakomodir jika merupakan
bagian untuk pencapaian sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

1.2. Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2021

Perencanaan pembangunan tahun 2021 di dalam rangkaian Rencana
Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021 adalah
periode pembangunan tahun terakhir sekaligus menjadi tahun transisi dari periode
RPJMD Tahun 2016-2021 menuju Periode RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun
rancangan fokus pembangunan pada tahun 2021 ini adalah “Penguatan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bagi Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan
Berkelanjutan. Berdasarkan fokus pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan
pada tahun 2021 diarahkan pada prioritas pembangunan daerah yakni:
Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Semua;
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Untuk Semua;
Menurunkan Pengangguran dan Kemiskinan;
Peningkatan dukungan kehidupan beragama dan keberagaman Budaya;
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
Peningkatan Akses Pelayanan Air Bersih;
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Non Migas;
Peningkatan Daya Saing Ekonomi; dan
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Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar khususnya terkait penanggulangan
banjir.

Prioritas pembangunan daerah vyang ditetapkan tersebut merupakan
penjabaran tahun terakhir dari visi pembangunan jangka menengah 2016-2021
“Menguatkan Kota Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang
bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk
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Kesejahteraan Masyarakat”. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan
pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), tahun 2021 menjadi bagian implementasi
rencana pembangunan jangka Panjang periode lima tahunan terakhir RPJPD 2020-
2024. Dalam periode lima tahunan terakhir RPJPD ini, tahapan pembangunan
ditetapkan sebagai Tahapan Pemantapan dengan tujuan adalah memantapkan
perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota
Bontang.

Dalam rangka fokus pembangunan bidang ekonomi pada periode
pembangunan lima tahunan RPJPD 2020-2024 menekankan pada tujuan untuk
memantapkan keseimbangan industri migas dan non migas dalam kerangka
stabilisasi struktur ekonomi maritime.

Disamping fokus pembangunan bidang ekonomi tersebut, kebijakan umum
pembangunan tahun 2021 juga masih akan terus memantapkan prioritas
pembangunan dengan sasran peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan
kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar.

Kebijakan umum pembangunan tersebut harus dituangkan secara cermat ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 sehingga agenda-
agenda pembangunan sebagaimana visi dan misi pembangunan Kota Bontang dapat
diimplementasikan sesuai dengan tahapan dan mencapai target-target yang
ditetapkan.

TATA CARA PENYELENGGARAAN
Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang di Kota Bontang, maka
pedoman yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

2.1. Rembuk Warga
Diatur dalam lampiran Il

2.2. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat
kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan
(stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada
tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang Kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan
pembangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan
pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta
mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari
masing-masing RT di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-
kebutuhan lintas RT antar dua kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih
lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan.
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Pada Musrenbang Kelurahan akan ditentukan prioritas usulan
program/kegiatan dari masing-masing RT serta pengklasifikasian usulan
program/kegiatan baik dari sifat kegiatannya (fisik dan non fisik) dan sumber-sumber
pembiayaannya serta kegiatan-kegiatan lain yang sesuai.

2.2.1 Tujuan

1. Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas RT yang diperoleh
dari hasil Rembuk Warga;

2. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui
alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber
pendanaan lainnya;

3. Menetapkan usulan kegiatan prioritas kelurahan yang akan diajukan dan
dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan;

4. Menetapkan wakil/delegasi kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang
Tingkat Kecamatan.

2.2.2 Masukan
Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan:
1. DariKelurahan
a. Daftar usulan prioritas RT hasil Rembuk Warga;
b. Daftar permasalahan Kelurahan (peta kerawanan, kemiskinan,
pengangguran dan permasalahan fisik maupun non fisik lainnya);
c. Data dan informasi pendukung termasuk dokumentasi kebutuhan
pembangunan dan program bagi perangkat daerah terkait;
d. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan pada
tahun sebelumnya.

2. Dari Kecamatan dan Kota

a. Kode Kelurahan dan kode Kecamatan sesuai dengan Permendagri
59/2007 guna memudahkan dalam melakukan sinkronisasi usulan
kegiatan pembangunan dan sekaligus menentukan prioritas kegiatan
yang akan dilaksanakan di Kelurahan dan kecamatan;

b. Format bantu usulan kegiatan untuk memudahkan
Kelurahan menyampaikan usulan kegiatan prioritas ke tingkat
Kecamatan;

c. Hasil evaluasi Pemerintah Kota dan Kecamatan atau masyarakat
terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan
pada tahun sebelumnya;

d. Informasi dari Pemerintah Kota tentang Indikasi program/kegiatan
di kelurahan;
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e.

Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang,
yang dirinci berdasarkan Perangkat Daerah, pelaksana beserta
rencana pendanaannya di Kecamatan tempat Kelurahan berada.

2.2.3 Keluaran
Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Kelurahan adalah:

1. Daftar Prioritas Kegiatan yang terdiri dari:

a.

Daftar urutan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Kelurahan yang bersangkutan. (Lampiran 1)

Daftar urutan prioritas kegiatan maksimal 50 kegiatan prioritas yang

akan diusulkan ke Kecamatan yang bersangkutan. (Lampiran 2)

Data base kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan selain dari 50

kegiatan prioritas diatas.

Selanjutnya, daftar prioritas kegiatan dimaksud disosialisasikan

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Daftar prioritas kegiatan disosialisasikan kepada masing-masing
RT baik oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang
Kelurahan maupun oleh Kelurahan yang bersangkutan melalui
pengumuman resmi yang ditempel di papan pengumuman
kelurahan atau tempat-tempat pengumuman di masing-masing
RT.

- Daftar Usulan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kelurahan
harus sudah selesai dibuat dan diumumkan di papan
pengumuman kelurahan 1 hari setelah pelaksanaan
musrenbang Kelurahan. Rekapitulasi dimaksud sudah harus
disampaikan ke Kecamatan setelah 1 hari diumumkan.

2. Penetapan wakil/delegasi kelurahan untuk mengikuti Musrenbang

Tingkat Kecamatan maksimal 5 orang termasuk seorang ketua delegasi.

(Lampiran 3).

3. Berita Acara hasil Musrenbang Kelurahan.

2.2.4 Mekanisme
Tahap pelaksanan Musrenbang Kelurahan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan

a.

Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang
terdiri dari unsur tokoh masyarakat, aparat Kelurahan dan LPM
untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, dibantu
oleh Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan yang ditunjuk oleh
Camat.
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Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan

dengan tugas sebagai berikut:

- Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan dan
kemudian mengumumkan secara terbuka minimal 7 hari
sebelum kegiatan agar peserta dapat mempersiapkan segala
input yang dibutuhkan dalam musyawarah.

- Membuka pendaftaran, mendaftar dan mengundang calon
peserta Musrenbang Kelurahan.

- Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen
untuk Musrenbang Kelurahan.

- Bersama-sama Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan
memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Rembuk
Warga RT serta menampung aspirasi kelompok-kelompok
kepentingan yang belum terakomodasi aspirasinya.

- Mambantu delegasi Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di
Musrenbang Kecamatan.

- Membantu menyusun berita acara hasil Musrenbang Kelurahan
yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang
disepakati dan daftar nama wakil/delegasi yang akan mengikuti
Musrenbang Kecamatan.

- Menyusun dan menyebarluaskan dokumen hasil
Musrenbang Kelurahan.

Tahap Pelaksanaan

a.

Tim penyelenggara menyusun bahan, menyampaikan pengumuman
dan menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di
Kecamatan dan perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja
Kelurahan Tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dengan
memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.
Pemaparan Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya
dengan bersumber pada dokumen Rencana Strategis Kelurahan.
Dalam kesempatan tersebut Lurah juga menjelaskan perkiraan
jumlah alokasi dana Kelurahan yang dibutuhkan untuk tahun
berikutnya.

Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan
oleh perwakilan masyarakat masing-masing RT dan atau ditentukan
berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang.

Melakukan pemilahan usulan kegiatan berdasarkan sumber
pembiayaan dan tanggung jawab pelaksanaannya yakni antara

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 7



2.2.6

2.2.7

2.2.8

kegiatan pembangunan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat
Kelurahan dengan sumber anggaran dari “PRODUTA” atau yang lain
dengan kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. (Pemilahan dimaksud akan
disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan sebagai bahan usulan
Kecamatan dalam Musrenbang Kota).

f.  Merumuskan kriteria untuk menyusun prioritas kegiatan sebagai
metode untuk menyeleksi usulan kegiatan, dibantu Tim Fasilitator
Musrenbang Kelurahan dan Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan.

g. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun
yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di
Kelurahan.

h. Pemilihan dan penetapan perwakilan delegasi masyarakat Kelurahan
(1-5) orang untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan
menyertakan perwakilan perempuan, pemuda dan kader Posyandu.

i. Penandatanganan berita acara kegiatan oleh Lurah, Camat,
Perwakilan masyarakat dan LPM.

Kerangka Waktu
Musrenbang tingkat Kelurahan dilaksanakan pada Minggu IIl s/d Minggu IV
Bulan Januari 2020.

Peserta

Peserta Musrenbang Kelurahan adalah para petugas kelurahan, pewakilan
komponen masyarakat kelurahan seperti Ketua RT, tokoh agama/adat, wakil
perempuan/pemuda/organisasi masyarakat tingkat kelurahan, kalangan
pengusaha yang ada di kelurahan, pewakilan organisasi profesi yang ada di
tingkat kelurahan, pewakilan organisasi petani/nelayan, Kader Posyandu dan
lain-lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan dan kompetensinya.

Narasumber

Lurah, Ketua dan Anggota LPM, Camat dan aparat Kecamatan, Kepala
Sekolah, Kepala Puskesmas di Kecamatan, KorKot Program Kotaku, Instansi
vertikal di Kecamatan, LSM yang ada di Kelurahan bersangkutan, tokoh
masyarakat kelurahan dan kecamatan.
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2.2.9 Tugas Wakil/Delegasi Kelurahan

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun dokumen hasil musrenbang
tingkat kelurahan dalam bentuk daftar prioritas kegiatan.

2. Memaparkan dan memperjuangkan daftar prioritas kegiatan
pembangunan Kelurahan hasil forum Musrenbang Kelurahan.

3. Membantu Lurah mengumumbkan program-program pembangunan yang
akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan
pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.3. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku
kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan
program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan
Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah
kabupaten/kota di wilayah kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja
kecamatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota pada tahun perencanaan.

Pada musrenbang kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan
didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan
yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih
bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilah secara rinci
kemudian disampaikan secara formal dalam forum Perangkat Daerah agar terjadi
sinkronisasi program/kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait. Dalam
Musrenbang Kecamatan peran Perangkat Daerah melalui pewakilannya adalah
memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan
dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing kelurahan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan bahan masukan paling penting bagi
Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disepakati dalam
Forum Perangkat Daerah yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kota. Dengan
daftar kebutuhan masyarakat yang telah direkapitulasi dalam Musrenbang
Kecamatan, Perangkat Daerah terkait dapat dengan mudah menentukan prioritas
dan proporsionalitas antara kebutuhan masyarakat yang mendesak dengan
kebutuhan prioritas Perangkat Daerah sendiri.

2.3.1 Tujuan
Musrenbang Kecamatan diselenggarakan bertujuan untuk:
1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan
kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan;
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2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan

kelurahan karena sifatnya lintas wilayah Kelurahan; dan

3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di

wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

kabupaten/kota.

2.3.2 Masukan
Hal-hal yang disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

adalah:

1. Dari Kecamatan

a. Daftar usulan prioritas kelurahan hasil Musrenbang Tingkat
Kelurahan (maksimal 50 kegiatan).

b. Daftar permasalahan Kecamatan (peta kerawanan, kemiskinan,
pengangguran dan permasalahan fisik maupun non fisik lainnya).

c. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Tahunan di
Kecamatan tahun sebelumnya.

d. Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan pada
tahun sebelumnya.

2. DariKota

a. Format bantu usulan kegiatan untuk memudahkan
Kecamatan menyampaikan usulan kegiatan prioritas ke tingkat kota.

b. Hasil evaluasi Pemerintah Kota dan Kecamatan atau masyarakat
terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan
pada tahun sebelumnya.

c. Informasi dari Pemerintah Kota tentang indikasi program/kegiatan
Kecamatan.

d. Kegiatan prioritas Perangkat Daerah untuk tahun mendatang yang

2.3.3 Keluaran

akan dilaksanakan di Kecamatan yang bersangkutan.

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD di Kecamatan

adalah :

1. Daftar usulan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan dipilah atau

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

a.

Daftar kegiatan yang direkomendasikan untuk diakomodir dalam
Renja Perangkat Daerah beserta pagu indikatifnya, yang akan
menjadi bahan pembahasan pokok pada forum Perangkat Daerah
dengan jumlah kegiatan prioritas maksimal 100 kegiatan untuk
Kecamatan Bontang Barat dan masing-masing maksimal 150
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kegiatan untuk Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang
Selatan.

Daftar kegiatan vyang tidak diakomodir dalam kesepakatan
musrenbang RKPD di Kecamatan. Dipilihnya wakil/delegasi
Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah Musrenbang
Kota.

2.3.4 Mekanisme
Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan

a.

Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan
dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat
(akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan)
dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif
terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang
kecamatan.

Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;

Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan

untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi

yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan
musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan antara lain:

- daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah di kecamatan
yang diperoleh dari Bapelitbang.

- Kompilasi hasil musrenbang keluruhan menurut urutan prioritas
yang disepakati di musrenbang kelurahan, dan dikelompokkan
menurut Perangkat Daerah;

Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam

musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.

Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada

Bapelitbang. Dalam hal ini camat menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Bapelitbang dengan dilampiri bahan

pembahasan musrenbang (jadwal dan agenda musrenbang
kecamatan) diatas.

Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda

musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara

musrenbang dilakukan.

Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di

kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang
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2.

Tahap Pelaksanaan

a.
b.
C.

Pendaftaran peserta;

Acara pembukaan musrenbang;

Sidang Pleno | Pemaparan materi dari narasumber dan materi

musrenbang;

Pemaparan Camat mengenai masalah utama Kecamatan
(kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran);
Pemaparan Kepala Perangkat Daerah mengenai rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan beserta
strategi dan plafon dana;

Pemaparan narasumber lainnya sesuai kebutuhan.

Sidang Kelompok

Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua,
sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota
kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator;

Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua
kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya
pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi;
Verifikasi usulan kegiatan prioritas kelurahan oleh peserta
musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan
prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang bersangkutan oleh peserta kelompok; dan Setelah
dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan
prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk
menentukan urutan prioritas. Skoring dan rating dilakukan
untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas
pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar
penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian
dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal
dokumen rencana daerah; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3)
Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kota;
(3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas
kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas
kelurahan.

Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam
format pada lampiran MK 1.

Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari
kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan
dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya
diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan
Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal
dokumen rencana daerah.
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2.3.5

2.3.6

2.3.7

e. SidangPleno Il dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno Il bertujuan
untuk:

- Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya,
yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing
kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang kecamatan;

- Tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta
musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh
ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan
menyepakati  kegiatan prioritas pembangunan daerah
kecamatan;

- Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno I,
dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil
musrenbang kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh
Camat.

- Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang
kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang pleno Il untuk
disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur
pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang
kecamatan.

- Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil
musrenbang kecamatan kepada wali kota sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana daerah kabupaten/kota, dan
kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai
bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang
akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah

Kerangka Waktu

Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat pada Minggu |
Bulan Pebruari Tahun 2020.

Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para lurah, delegasi musrenbang
kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah
pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh
masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
Narasumber.

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bapelitbang,
perwakilan DPRD, Camat, dan perwakilan Perangkat Daerah dan unsur lain
yang diperlukan Dari Kecamatan terdiri dari Camat dan aparat Kecamatan.
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2.3.8 Fasilitator
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki

persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses

pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

2.3.8 Tugas Tim Penyelenggara.

1.
2.

10.

11.

12.

Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan.

Menyusun jadwal dan agenda kegiatan yang kemudian
mengumumkannya secara terbuka.

Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Membantu wakil/delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di
forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota.

Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di Kecamatan untuk
dibahas pada forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota.
Mengklasifikasikan dan membagi usulan dari masing-masing kelurahan
(50 usulan prioritas) sesuai dengan misi masing-masing kelompok diskusi.
Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan dan
mengumumkannya secara terbuka minimal 7 (tujuh) hari sebelum
kegiatan dilakukan.

Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta
Musrenbang Kecamatan.

Menyiapkan kegiatan Musrenbang Kecamatan (tempat, materi, bahan,
notulen, dsb).

Menunjuk penyaji, moderator dan notulen untuk diskusi kelompok
berdasarkan kelompok urusan pemerintahan.

Menyusun draf Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana
(Format MK 4).

Menyampaikan Berita Acara tersebut kepada anggota DPRD dari Daerah
Pilihan Kecamatan tersebut sebagai referensi dalam forum pembahasan
Panitia Anggaran DPRD.

2.3.9 Tugas Wakil / Delegasi Kecamatan.

1.

Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas
pembangunan di wilayah Kecamatan untuk diakomodir dalam Renja
Perangkat Daerah.

Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan dalam
forum Perangkat Daerah dan Musrenbang.

Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan
dengan wakil Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di
Kecamatan.
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4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan
anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

5. Setelah mendapat kepastian tentang berbagai kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing Perangkat
Daerah, maka Tim Penyelenggara di Kecamatan dan wakil Kecamatan
membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan
yang dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan
pengawasan dan pemantauan terhadap realisasi dari berbagai usulan
kegiatan tersebut.

2.4. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi,
kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang
Kecamatan dengan Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah
terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah diharuskan
menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil
Musrenbang Kecamatan.

Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan
aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk
penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini
menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan
bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renja merupakan wahana antar pihak-
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan
partisipastif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah Renja
dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima SE Kepala Daerah tentang
penyusunan Renja Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah,
dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari
musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan
Renja Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah, menjadi
bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas di dalam
musrenbang RKPD.

Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilakukan dengan

mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.
Dengan demikan dapat diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau
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dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi
Bapelitbang. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah paling lama pada minggu terakhir
bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Wali
Kota.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah harus memperhatikan masukan
kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah tahun
berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra Perangkat Daerah. Namun demikian,
dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum
Perangkat Daerah dapat tetap dilakukan. Jumlah Forum Perangkat Daerah serta
jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bapelitbang,
disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum
Perangkat Daerah diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program/kegiatan
hasil Musrenbang Kecamatan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah pada
tahun yang bersangkutan.

Jumlah dan formasi Forum Perangkat Daerah serta jadwal pelaksanaannya
disusun dan dikoordinasikan Bapelitbang sebagai berikut :

KELOMPOK
NO. URAIAN URUSAN PERANGK?;;?;EQ'; TERKAIT
PEMERINTAHAN
1. Kelompok | Pemerintahan dan SETDA; SETWAN; SATPOL ;
Aparatur BAPELITBANG; BKPSDM;
BAKESBANGPOL;DKPS; BPKAD;
ITDA; DISKOMINFO; dan
KECAMATAN
3. Kelompok Il Ekonomi DKUKMP; DKP3; DISPOPAR;
DPMPTSP; dan BAPENDA
4, Kelompok Il Prasarana Sarana DPUPR; DPKP2; DLH; DISHUB;
Wilayah dan BPBD; DPKP.
Lingkungan Hidup
5. Kelompok IV Sosial dan Budaya DIKBUD; DPK; DINKES; RSUD;
DSPM; DPPKB; dan DISNAKER.

2.4.1. Tujuan
Forum Perangkat Daerah Kota Bontang diselenggarakan bertujuan untuk:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan
program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan untuk Renja
Perangkat Daerah;

2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan
pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Masukan

Hal-hal yang disiapkan untuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah

adalah:

1. Arahan pembangunan Kota Bontang tahun 2021 mengacu pada RPJMD
Kota Bontang 2016-2021 adalah ”Penguatan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Yang Adil Dan Berkelanjutan”;
Rancangan awal RKPD tahun 2021;

3. Daftar kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan hasil
musrenbang kecamatan;

Rancangan Renja Perangkat Daerah;

5. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing Perangkat

Daerah.

Keluaran

Rumusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah, disusun kedalam berita
acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah yang terdiri dari lampiran-
lampiran sebagai berikut:

1. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah;

2. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

3. Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah

dengan contoh format sebagaimana lampiran (Format FPD1).

Mekanisme
Tahapan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah terdiri dari:
1. Tahap Persiapan

a) Penyiapan tim penyelenggara forum Perangkat Daerah;

b) Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain
jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum Perangkat
Daerah dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;

c) Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja
Perangkat Daerah, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai sumber data dan
informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas
rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas;

d) Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan peserta
forum Perangkat Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara
diselenggarakan.
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2. Tahap Pelaksanaan

1. Acara pembukaan secara resmi forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah;
2. Pleno | pemaparan materi antara lain

v

v
v

Kebijakan pemerintah kota terkait pembangunan daerah yang
perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan materi lain yang dianggap perlu;
Pemaparan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
Tanggapan dan masukan dari peser

3. Sidang kelompok antara lain:
Membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka

penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas

Perangkat Daerah yang ditugaskan kepada setiap kelompok.

4. Sidang Pleno Il antara lain:

v

Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh
peserta forum Perangkat Daerahuntuk memperoleh tanggapan
dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang
kelompok forum Perangkat Daerah; dan

Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke
dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum
Perangkat Daerah oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala
Perangkat Daerah.

5. Penutupan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

antara lain.

v' Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum
Perangkat Daerah;

v' Tanggapan dan masukan peserta forum Perangkat Daerah; dan

v" Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum Perangkat

Daerah.

2.4.5. Kerangka Waktu
Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu IV Bulan Pebruari 2020.

2.4.6.

2.4.7.

Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri dari unsur Bapelitbang,

Perangkat Daerah, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan

kebutuhan.

Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah dapat berasal dari Bapelitbang,
Perangkat Daerah, DPRD Kota Bontang dan/atau unsur lain sesuai dengan

kebutuhan.
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2.4.8.

2.4.9.

2.5.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum Perangkat
Daerah, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta
penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas
didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum
Perangkat Daerah.

Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki
persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi
dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator
membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan
untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok
forum Perangkat Daerah.

Tugas Tim Penyelenggara.

1. Merekapitulasi hasil forum Perangkat Daerah.

Menyusun jadwal dan agenda kegiatan dari forum Perangkat Daerah.
Mendaftar peserta forum Perangkat Daerah.

Menyusun hasil forum Perangkat Daerah.

vk wnwN

Penetapan wakil Perangkat Daerah dalam presentasi Musrenbang Kota

Bontang.

6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan
forum Perangkat Daerah.

7. Merangkum Berita Acara hasil forum Perangkat Daerah yang sekurang-
kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati dalam forum
Perangkat Daerah.

8. Melaporkan kepada Bapelitbang hasil forum Perangkat Daerah.

Musrenbang RKPD Kota Bontang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan
forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan
daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan
pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana
pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana
pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota
Bontang merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk
menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas
program/kegiatan pembangunan Daerah yang telah diusulkan melalui
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Musrenbang tingkat Kecamatan dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil kesepakatan tersebut akan menjadi masukan dalam Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

2.5.1. Tujuan

2.5.2

253

1.

Membahas rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Bontang Tahun 2021 menjadi rancangan akhir dokumen
RKPD.

2. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah/kota dengan
arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

3. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan
masyarakat kepada pemerintah daerah/kota pada musrenbang RKPD
kota di kecamatan sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan;

4. Membahas hasil forum Perangkat Daerah;

5. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas
daerah/kota; dan

6. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan
prioritas daerah.

Masukan

Hal yang menjadi input dalam pelaksanaan Musrenbang kota adalah:

1.

Rancangan RKPD yang disusun oleh Bapelitbang berdasarkan prioritas
pembangunan daerah Tahun 2021 dengan mempedomani RPJMD Kota
Bontang Tahun 2016-2021;

Hasil Musrenbang Kecamatan;

Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah yang
memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya
sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota, APBD
Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya Tahun 2021 serta
perkiraan maju tahun 2022.

Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang kota adalah kesepakatan tentang

rumusan program/kegiatan prioritas untuk penyempurnaan rancangan RKPD

dan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang meliputi:

1.
2.
3.

kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.
kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang belum diakomodir
dalam rancangan RKPD.
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2.5.4 Mekanisme
Musrenbang Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan:

a.

Kepala Bapelitbang menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang

Kota Bontang.

Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum
Perangkat Daerah dan Musrenbang Kecamatan.

- Menyusun jadual dan agenda Musrenbang.

- Mengumumkan secara terbuka, agenda dan tempat
Musrenbang Kota minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang
dilakukan.

- Melakukan pendaftaran dan atau mengundang calon peserta
Musrenbang Kota.

- Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk
Musrenbang Kota.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

a)
b)

c)

d)

f)

Acara pembukaan musrenbang;

Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan

Daerah);

Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan

bidang/urusan pemerintahan daerah dan dapat melibatkan pejabat

pejabat kementerian/lembaga serta provinsi.

Materi yang dibahas antara lain terdiri dari:

v" Isu dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan masing-
masing bidang;

v" hasil berita acara Forum Perangkat Daerah dan program dan
kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam rancangan Renja
Perangkat Daerah untuk musrenbang provinsi; dan

v' kesepakatan pokok-pokok pikiran DPRD

Rapat Pleno Il, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua

sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari

seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi
keputusan musrenbang RKPD;

Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh tim

perumus yang dipimpin oleh Kepala Bapelitbang berdasarkan

rangkuman hasil rapat pleno Il musrenbang RKPD;

Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD yang

memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain

terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:

v' daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
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2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.5.9

v' kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan
daerah; dan
v' kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat
daerah.
v' kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang belum
diakomodir dalam rancangan RKPD.
g) Acara penutupan musrenbang RKPD

Peserta

Peserta musrenbang RKPD terdiri dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, pejabat Bapelitbang
dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah, para camat, para
delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas,
tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan
kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang
perlu.

Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat
pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau
dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber
musrenbang RKPD.

Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan
kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan
dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD.

Kerangka Waktu
Musrenbang RKPD tingkat Kota akan dilaksanakan paling lambat pada Minggu
Il Bulan Maret 2020.

Penyampaian Hasil Musrenbang Kota

Setelah hasil Musrenbang Kota disepakati oleh peserta, maka Pemerintah
Kota menyampaikan hasilnya kepada :

1. DPRD setempat.

2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.

2. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan.
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PENUTUP

Dengan terlaksananya tahapan Musrenbang mulai dari tingkat RT, Kelurahan,
Kecamatan, Forum Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD Tingkat Kota
Bontang Tahun 2020, diharapkan dapat dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Bontang Tahun 2021 yang relevan dengan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat dan dunia usaha serta sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota
Bontang sesuai dengan tahapan dan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2021.

Dengan semangat untuk bersama-sama sesuai peran para pihak terkait dan
seluruh komponen masyarakat Kota Bontang untuk pembangunan yang lebih baik,
maka RKPD Kota Bontang tahun 2021 hasil Musrenbang tahun 2020 adalah salah satu
dokumen perencanaan yang disepakati bersama dan menjadi komitmen Pemerintah
Kota Bontang untuk dilaksanakan melalui sejumlah program dan kegiatan
pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Oleh karena itu dimohon semua pihak agar dapat berpartisipasi secara aktif dan
konstruktif dalam proses pelaksanaannya sehingga RKPD Kota Bontang tahun 2021
mampu mengakomodasikan kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjamin
keberlanjutan pembangunan di Kota Bontang untuk mewujudkan sasaran
pembanguanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu partisipasi saudara sangat diharapkan karena betapapun kecil peran
serta yang kita berikan asalkan dilakukan dengan tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh,
InshaAllah akan memberi manfaat yang sangat besar bagi masa depan dan
kelangsungan pembangunan di Kota Bontang.

Bontang, Januari 2020
KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG

Ir. Amiruddin, MP
Pembina Tingkat |
NIP. 196505051993031013
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LAMPIRAN

Musrenbang Kelurahan

a.

Lamp 1 Format Usulan Kegiatan Pembangunan Lingkungan Berbasis
Masyarakat Tahun 2021

Lamp 2 Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 Hasil Musrenbang
Kelurahan

Lamp 3 Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan

Lamp 4 Tim Delegasi Kelurahan pada Musrenbang Kecamatan

Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Musrenbang Kecamatan

a.
b.

Lamp 1 Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan

Lamp 2 Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 Hasil Musrenbang
Kecamatan

Lamp 3 Tim Delegasi Kelurahan pada Musrenbang Kecamatan

Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Forum PERANGKAT DAERAH

a.
b.

Format Rancangan Renja PERANGKAT DAERAH
Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Bontang
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Lamp 1

Kode Kecamatan: |
Kode Kelurahan: U |
Format
Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Lingkungan RT
Hasil Musrenbang Kelurahan : .....................
1 4 I
No Bidang Kegiatan Volume Perkiraan Anggaran
1 2 3 4 5
I Ekonomi 1 e
2.
3. dst
I Sosial dan Budaya Lo e,
2.
3. dst
Il [Fisik dan Prasarana 1.
2.
3.
Jumlah
Bontang, ...... Januari 2020
Tim Penyelenggara Lurah,
Loiis e
i e
3.0Stcieees s (cerrreeireeereeireeeeeens )

Keterangan:
Kolom 3 : diisi dengan kegiatan prioritas Produta tahun 2021
Kolom 4 : -Jika kegiatan non fisik sebutkan jumlah sasaran kegiatan (Orang/KK/unit barang/
atau cakupan wilayahnya)
- Jika kegiatan fisik, cantumkan luasan/unit bangunan (panjang x lebar)
Kolom 5 : diisi perkiraan anggaran yang dibutuhkan




Lamp 2

Kode Kecamatan:

Kode Kelurahan:

Format
Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun 2021
Hasil Musrenbang Kelurahan : .....................
Sumber Pendanaan dan
Skal i PD P
No Bidang Kegiatan . a.a Volume Perkiraan Anggaran enanggung
Prioritas APBD Kota Jawab
Lainnya
Bontang
1 2 3 4 5 6 7 8

| Ekonomi L

2. e

3. dst.
Il Sosial dan Budaya

dst.

1] Fisik dan Prasarana L

2. e

3. dst.
Jumlah Kegiatan 50 kegiatan

Bontang, ...... Januari 2020
Tim Penyelenggara Lurah,

Keterangan:

Kolom 3 : diisi dengan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk di bahas pada Musrenbang Kecamatan. Jumlah kegiatan paling banyak 50 kegiatan

Kolom 4 : diisi dengan skala prioritas masing-masing kegiatan pada kolom 3 (priori

Kolom 5 : -Jika kegiatan non fisik sebutkan jumlah sasaran kegiatan (Orang/KK/uni
- Jika kegiatan fisik, cantumkan luasan/unit bangunan (panjang x lebar)
Kolom 6 : diusulkan melalui APBD Kota Bontang

tas |, I, atau ll)
t barang/atau cakupan wilayahnya)

Kolom 7 : diusulkan melalui Sumber dana lainnya (CSR, Hibah dari masyarakat,.....)

Kolom 8 : disebutkan SKPD Pelaksana Kegiatan Tersebut




Lamp 3

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KELURAHAN.........cooooiieirieeeene,
Pada hari ini ....... Tanggal..... bulan ...... Tahun 2020 bertempat di ....... telah dilaksanakan
Musrenbang Kelurahan .............. yang dihadiri ..... orang peserta (daftar terlampir) dengan hasil
sebagai berikut:
1. Menyepakati daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan tahun 2021 Kelurahan ....... yang

akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan, sebagaimana terlampir.

2. Menyepakati Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kelurahan ................... yang dapat
dilaksanakan melalui anggaran Produta dan DAU Kelurahan tahun 2021 sebagaimana
terlampir.

3. Menyepakati Tim Delegasi Kelurahan .............. sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, ......... Januari 2020
Tim Penyelenggara Lurah .ooveeieeece
1. Nama .....cccooevvvniieiienn,
2. Nama......ccoooeviiiienine
3. dst
( )












TIM DELEGASI KELURAHAN

No Nama Jabatan Keterangan
1
2
3
4
5
Bontang, ...... Januari 2020
Tim Penyelenggara Lurah ..o
1. Nama ...,
2. Nama......ccooeviiiiininne
3. dst
( )

Lamp 4



Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Tahun 2020

Tahun 2020

Kegiatan Desember 2019 Januari
16] 17] 18] 19] 20 26] 27 30 6| 7[8]9]10 13[ 14] 15[ 16] 17 20] 21 22][ 23] 24 27] 28] 29] 30] 31

Penanggung Jawab / Pelaksana

Musrenbang Tingkat Kelurahan

Persiapan Pelaksanaan

a. Pembentukan Tim Penyelenggara Tk.
Kelurahan

b. Penyusunan Jadwal, Agenda dan
penetapan Tempat Musrenbang
Kelurahan

Lurah

c. Sosialisasi Pelaksanaan Musrenbang
Tahun 2020 oleh Lurah ke seluruh RT

Tim Penyelenggara Kelurahan

d. Musyawarah RT / Rembug Warga

Pelaksanaan Pra Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan

Lurah

Tim Penyelenggara Kelurahan
(memfasilitasi dan memantau)

a. Kecamatan Bontang Selatan

= Kel. Tanjung Laut

= Kel. Berbas Pantai

= Kel. Berbas Tengah

= Kel. Satimpo

= Kel. Tanjung Laut Indah

= Kel. Bontang Lestari

b. Kecamatan Bontang Utara

7

.
T

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

=

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

= Kel. Bontang Kuala

= Kel. Bontang Baru

= Kel. Lok Tuan

= Kel. Gunung Elai

||

= Kel. Guntung

= Kel. Api Api

c. Kecamatan Bontang Barat

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

n
H
B

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

= Kel. Belimbing

= Kel. Telihan

= Kel. Kanaan

Tim Penyelenggara Kelurahan

LR ] ][

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan




Lamp 1

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN......cccoe i
Pada hari ini ....... Tanggal ..... bulan ...... Tahun 2020 bertempat di ....... , telah dilaksanakan
Musrenbang Kecamatan .............. yang dihadiri ..... orang peserta (daftar terlampir) dengan hasil

sebagai berikut:

1. Menyepakati daftar usulan kegiatan pembangunan prioritas tahun 2021 Kecamatan .......
yang diusulkan untuk dibahas dalam forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat
kota, sebagaimana terlampir.

2. Menyepakati Tim Delegasi Kecamatan .............. sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, .....coc. v, 2020
Tim Penyelenggara Camat,
1. Nama ..o,
2. Nama......ccoooeviiiinine
3. dst
( )



Lamp 2

Kode Kecamatan: I:l:l
Kode Kelurahan: I:l:l:l:l

Format
Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun 2021
Hasil Musrenbang Kecamatan : .....................
Sumber Pendanaan dan
Skala i PD Penanggun,
No Bidang Kegiatan @l Volume Perkiraan Anggaran ggung
Prioritas APBD Kota . Jawab
Lainnya

Bontang

1 2 3 4 5 6 7 8

Ekonomi

dst.

1] Sosial dan Budaya  [1. .,
dst.

1] Fisik dan Prasarana 1.  .ocvvvvvcenenenne,
dst.

Jumlah Kegiatan

Paling Banyak 150/100 kegiatan

Keterangan:
diisi dengan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk di bahas pada Musrenbang Kecamatan. Jumlah kegiatan paling banyak 100 kegiatan
diisi dengan skala prioritas masing-masing kegiatan pada kolom 3 (prioritas I, II, atau Il)
-Jika kegiatan non fisik sebutkan jumlah sasaran kegiatan (Orang/KK/unit barang/atau cakupan wilayahnya)
- Jika kegiatan fisik, cantumkan luasan/unit bangunan (panjang x lebar)
diusulkan melalui APBD Kota Bontang
diusulkan melalui Sumber dana lainnya (CSR, Hibah dari masyarakat,.....)
disebutkan SKPD Pelaksana Kegiatan Tersebut

Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :

Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :

Tim Penyelenggara

Bontang, ...... Januari 2020
Camat,




Lamp 2

TIM DELEGASI KECAMATAN ....cooooiieiiieineins
No Nama Jabatan Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
Bontang, ....... v, 2020
Tim Penyelenggara (OF:1 4| AU
1. Nama ...,
2. Nama......ccooeviiiiininne
3. dst
( )



Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Tahun 2020

Tahun 2020

Kegiatan Desember 2019 Januari
16] 17] 18] 19] 20 26] 27 30 6| 7[8]9]10 13[ 14] 15[ 16] 17 20] 21 22][ 23] 24 27] 28] 29] 30] 31

Penanggung Jawab / Pelaksana

Musrenbang Tingkat Kelurahan

Persiapan Pelaksanaan

a. Pembentukan Tim Penyelenggara Tk.
Kelurahan

b. Penyusunan Jadwal, Agenda dan
penetapan Tempat Musrenbang
Kelurahan

Lurah

c. Sosialisasi Pelaksanaan Musrenbang
Tahun 2020 oleh Lurah ke seluruh RT

Tim Penyelenggara Kelurahan

d. Musyawarah RT / Rembug Warga

Pelaksanaan Pra Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan

Lurah

Tim Penyelenggara Kelurahan
(memfasilitasi dan memantau)

a. Kecamatan Bontang Selatan

= Kel. Tanjung Laut

= Kel. Berbas Pantai

= Kel. Berbas Tengah

= Kel. Satimpo

= Kel. Tanjung Laut Indah

= Kel. Bontang Lestari

b. Kecamatan Bontang Utara

7

.
T

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

=

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

= Kel. Bontang Kuala

= Kel. Bontang Baru

= Kel. Lok Tuan

= Kel. Gunung Elai

||

= Kel. Guntung

= Kel. Api Api

c. Kecamatan Bontang Barat

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

n
H
B

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan

= Kel. Belimbing

= Kel. Telihan

= Kel. Kanaan

Tim Penyelenggara Kelurahan

LR ] ][

Tim Penyelenggara Kelurahan

Tim Penyelenggara Kelurahan




Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2020

Tahun 2020
. Penanggung Jawab /
Kegiatan Januari Februari Pelaksana
6| 7]8]9]10 13[ 14 15[ 16[ 17 20[21[22[23[ 24 27[28[29[30] 31 3/4|5]6]7 10[11[12[13[14 17[18[19]20] 21
Il |JMusrenbang Kecamatan
. |Persiapan Pelaksanaan Camat, koordinasi
dengan Bapelitbang
7 Camat

a. Pembentukan Tim Penyelenggara Tk.
Kecamatan

Tim Penyelenggara
Kecamatan

b. Penyusunan Jadwal, Agenda dan penetapan
Tempat Musrenbang Kecamatan

Tim Penyelenggara
Kecamatan

c. Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan

T TR

. |Pelaksanaan Pra Musrenbang

. JPelaksanaan Musrenbang Tk.Kecamatan

7

Tim Penyelenggara
Kecamatan

a. Kecamatan Bontang Selatan

Tim Penyelenggara
Kecamatan

b. Kecamatan Bontang Utara

Tim Penyelenggara
Kecamatan

c. Kecamatan Bontang Barat




Jadwal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2020

Tahun 2020

No. Kegiatan Februari Maret
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Ill_JForum SKPD

1. |Persiapan

a. Penetapan Tim Penyelenggara Forum
SKPD dan atau Gabungan SKPD Kota
Bontang

b. Penyusunan Jadwal, tempat, peserta,
agenda pembahasan dan keluaran
Forum SKPD

c. Membuat kompilasi daftar prioritas
kegiatan pembangunan dari setiap
kecamatan dan rancangan Renja

0%k

2. |Pelaksanaan Forum SKPD dan atau
Gabungan SKPD




Penanggung Jawab /
Pelaksana

Kepala Bapelitbang

Tim Penyelenggara
Forum SKPD

Tim Penyelenggara
Forum SKPD

Tim Penyelenggara
Forum SKPD




Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kota Bontang Tahun 2020

Penanggung Jawab /
Pelaksana

Tahun 2020
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Kepala Bapelitbang

Tim Penyelenggara
Musrenbang Kota
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Musrenbang Kota
Tim Penyelenggara
Musrenbang Kota
Tim Penyelenggara
Musrenbang Kota

Kegiatan

a. Pembentukan Tim Penyelenggara

Musrenbang Kota Bontang

peserta dan agenda Musrenbang

b. Penyusunan Jadwal, tempat,

kegiatan pembangunan dari Forum
SKPD dan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kelurahan dan

c. Supervisi Persiapan dan Pelaksanan
Kecamatan

d. Membuat kompilasi daftar prioritas

Anggaran 2021

No.

IV [Musrenbang Tingkat Kota

1. |Pesiapan

2. |Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun




DAFTAR KODE KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BONTANG
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Lampiran Il Surat Edaran Walikota
Nomor : 050/ /Bapelitbang.3

Tanggal : Januari 2020
Perihal : Tata Cara Penyelenggaraan Rembug Warga Kota Bontang Tahun 2020
l. PENDAHULUAN

Rembug warga sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu rangkaian penting
dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kelurahan dari beberapa tahapan pelaksanaan Musrenbang Daerah.

Tata cara penyelenggaraan Rembug Warga ini memuat penjelasan proses
penyelenggaraan rembug warga dengan maksud agar seluruh pelaku dapat
melaksanakan langkah-langkah dalam proses tersebut secara mudah sehingga
menjamin pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta hasilnya dapat lebih
optimal dengan asumsi pelaksanaan proses yang baik akan menghasilkan hasil
yang baik pula.

Rembug warga adalah forum musyawarah perencanaan tahunan untuk
menginvetarisasi dan menyepakati hal-hal yang menjadi permasalahan di
lingkungan RT (Rukun Tetangga) yang dilaksanakan oleh Ketua RT bersama-sama
dengan warga masyarakatnya.

Rembug warga dilaksanakan di tingkat RT pada bulan Januari setiap
tahunnya dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Persoalan pembangunan yang digali adalah isu-isu penting pembangunan
yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pemukiman, pengembangan
ekonomi, serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat.

Rembug Warga bertujuan untuk :
a. Menginvetarisasi dan menyepakati masalah utama yang ada di lingkungan
Rukun Tetangga (RT);
b. Melakukan klasifikasi masalah ringan, sedang dan berat;
c. Melakukan prioritasi masalah.

Hasil rembug warga tersebut berupa daftar prioritas masalah yang dapat
dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu :

Pertama : daftar masalah yang termasuk kategori ringan yaitu masalah yang
dapat ditangani secara gotong royong oleh masyarakat di tingkat RT
(swadaya) dan melalui program fasilitasi partisipasi masyarakat.

Kedua . daftar masalah yang tidak dapat ditangani oleh masyarakat di tingkat
RT yang termasuk kategori masalah sedang dan berat.
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Masalah yang termasuk dalam kategori kedua merupakan bahan masukan

bagi Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan ketika menyusun program dan

kegiatan.

Il. TATA CARA PENYELENGGARAAN REMBUG WARGA

1. Definisi Umum

a.

b.

Perangkat Daerah (PD) adalah Organisasi Perangkat Daerah
Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbangkel adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kelurahan

Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan adalah tim yang memiliki tugas
mempersiapkan dan melaksanakan seluruh proses musrenbang kelurahan
yang terdiri dari unsur Kelurahan dan Unsur LPM.

LKM adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Masalah Ringan adalah masalah yang penyelesaiannya dapat dilakukan di
tingkat RT oleh masyarakat sendiri dengan cara swadaya dan swadana
serta bersifat gotong royong.

Swadaya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara
bersama-sama.

Swadana adalah dana yang bersumber dari masyarakat dan/atau sumber-
sumber lainnya yang bukan berasal dari Pemerintah.

Masalah Sedang adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat
RT tetapi dapat diselesaikan di tingkat kelurahan dengan sumber dana
APBD maupun dana lainnya.

Masalah Berat adalah Masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT
maupun kelurahan tetapi dapat diselesaikan di tingkat kecamatan
dan/atau tingkat Kota.

Rembug Warga dipimpin dan diselenggarakan oleh Ketua RT dan warga
masyarakat serta dapat dibantu oleh Tim Penyelenggara Musrenbang
Kelurahan.

Pengambilan keputusan rembug warga dipimpin oleh Ketua RT
berdasarkan musyawarah mufakat.
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n.

Peserta Rembug Warga adalah semua warga masyarakat yang bertempat
tinggal di lingkungan RT setempat, yang diwakili oleh Kepala Keluarga (KK)
atau dapat diwakilkan pada salah satu anggota keluarga yang sudah

dewasa dan dipercaya dapat membawa aspirasi keluarga.

Rembug Warga dapat dilakukan lebih dari satu kali bila pembahasan

belum selesai, tergantung kesepakatan peserta.

2. Pelaku Proses

a.

Ketua RT

1).

2).

Pada persiapan Musyawarah / Rembug Warga

a). Membuat dan membagikan undangan untuk pertemuan rembug
warga dan menyiapkan tanda terima undangan tersebut serta
menyiapkan daftar hadir undangan;

b). Menyiapkan tempat pertemuan dan peralatan tulis menulis yang
diperlukan;

Pada Proses Pelaksanaan

a). Membuka dan sekaligus memimpin jalannya rembug warga;

b). Menjaga ketepatan waktu dan bertindak tegas dalam rembug
warga sedemikian rupa sehingga setiap warga mendapat
kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya;

c). Menjamin terwujudnya musyawarah untuk mufakat dalam
mengkategorikan dan menetapkan urutan prioritas masalah
berdasarkan kesepakatan bersama.

d). Menandatangani berita acara pelaksanaan rembug warga.

b. Warga (KK)

C.

1).

2).

3).

Setiap warga masyarakat yang hadir diharapkan berpartisipasi secara
aktif dengan menyampaikan permasalahan yang dialami dan
dirasakan di lingkungan RT-nya, bukan di tempat atau RT lain.

Dapat memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai permasalahan
yang disampaikan.

Dapat menerima hasil akhir dari musyawarah mufakat dalam
menetapkan urutan prioritas daftar masalah.

Tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan

Memonitor jalannya rembug warga dan memberikan arahan jika

diperlukan.
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3. Bahan Masukan
a. Daftar Nama Kepala Keluarga dalam satu lingkungan RT
b. Daftar kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan di lingkungan RT
¢. Data lain-lain bila diperlukan.

4. Keluaran

a. Daftar prioritas permasalahan pembangunan (Form RW-2): Daftar Prioritas
Permasalahan yang telah diklasifikasikan berdasarkan lingkup penyelesaian yaitu:
1) Lingkup RT melalaui swadaya masyarakat (gotong royong)
2) Lingkup RT melalui program fasilitasi partisipasi masyarakat
3) Lingkup Kelurahan (di usulkan dalam Musrenbang Kelurahan)

b. Dokumen resmi hasil Rembug Warga yang terdiri dari isian formulir-formulir
sebagai berikut :
1) Form RW-1 : Berita Acara Rembug Warga
2) Form RW-3 : Daftar Hadir Rembug Warga
3) Form RW-4 :Tanda Terima Surat Undangan Rembug Warga
4) Form RW-5 :Surat Undangan
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1)
2)
3)
4)
5)

Form RW-1
Form RW-2
Form RW-3
Form RW-4
Form RW-5

LAMPIRAN

: Berita Acara Rembug Warga

: Daftar Prioritas Permasalahan

: Daftar Hadir Rembug Warga

: Tanda Terima Surat Undangan Rembug Warga
: Surat Undangan

Tata Cara Rembug Warga
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RW-1

Kode Kecamatan

Kode Kelurahan

Nomor RT.

BERITA ACARA REMBUG WARGA TAHUN 2020

RT L teteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetetete ettt ———————————————————aaaaaaaaaaees
Kelurahan et eeeeeeeeeeeieeeeeesieteeeserereeeeeeisteeeesetrreeeeeaartrreeeaarreeeeaaarreeeeaanes
Kecamatan L eeeeeteeeeteeeeetreeeteteeeteaeeeet et ea e eetetaeeeata e eaaa ettt eereearaeearans

Pada hari ini, ..ceeeveiennen. tanggal ......... bulan Januari tahun 2020, telah
dilakukan rembug warga yang berlangsung di .......ccccecuueee... , pada jam................ , dengan
peserta ....... orang sebagaimana tertera pada daftar hadir terlampir

Materi atau topik yang dibahas dalam rembug warga ini adalah :
1. Mengidentifikasi masalah pokok di lingkungan RT.
2. Menyepakati daftar permasalahan dan usulan solusi untuk dilaksanakan pada
tahun 2020.

Hasil rembug warga tersebut dituangkan dalam inventarisasi permasalahan warga di
lingkungan RT yang disusun berdasarkan skala prioritas (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, ....... Januari 2020

Ketua RT/ Pimpinan Rapat : (Nama/Tanda Tangan)
Tim Pendamping :  (Nama/ Tanda Tangan)
Notulis :  (Nama/ Tanda Tangan)
Wakil Warga : (1) (Nama/ Tanda Tangan)

(2) ( Nama/ Tanda Tangan)

(3) (Nama/ Tanda Tangan)



Acara
Hari/Tanggal

Tempat

Kode Kecamatan

Kode Kelurahan

Nomor RT

DAFTAR PERMASALAHAN

Rembug Warga RT. ...... Kelurahan ......ooeineniineeniineeene
vy weeennn. Januari 2020

NO

PERMASALAHAN Usulan Penyelesaian

Pendanaan

O 0 N (o0 | |~ W N

[EY
o

=
=

Bontang, ............

Januari 2018

Ketua RT/Pimpinan Rapat ettt eans

Notulis

Wakil Warga




Form RW-2

Kode Kecamatan:

Kode Kelurahan:
contoh pengisian

Permasalahan Prioritas dan Usulan Solusi Tahun 2020

Hasil Rembuk Warga RT : ........cceeeeuuueens
Kelurahan: .........cccoeuuuen.
Pemasalahan Usulan Solusi Pembiayaan
1 2 3
Air di parit tidak mengalir dengan lancar Pembersihan parit secara gotong royong Swadaya
Sering terjadi pencurian . Mengaktifkan kegiatan Siskamling
dst. 3. dst.
Jalan lingkungan RT becek dan berlumpur 1. Disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Program Produta Produta
Terbatasnya perlengkapan kegiatan posyandu 2.
dst. 3.
Jalan yang menghubungkan RT A dan RT B rusak berat 1. Perbaikan Jalan yang menghubungkan RT A dan RT B APBD Kota

Volume sampah melampaui kapasitas tempat penampungan sampah

dst.

Penambahan/pembangunan Tempat Sampah
dst.

Jumlah

Tim Penyelenggara

Keterangan:

Bontang, ...... Januari 2020

Lurah,

Kolom 1 : diisi dengan permasalahan yang dialami dan dirasakan warga RT
Kolom 2 : diisi dengan usulan kegiatan untuk penyelesaian terhadap permasalan pada kolom 1

Kolom 3 : adalah pengelompokan dari solusi yang diusulkan.




Kode Kecamatan

Kode Kelurahan

Nomor RT

DAFTAR HADIR

Acara . Rembug Warga RT. ...... Kelurahan .......ccccooevveivnnnvnicnccnnes
Hari/Tanggal : ..viieeen, ) e Januari 2018

Jam D e Wita

Tempat  eeereerereeeneen et eee e e e e est e eetbe s st aeanreseteeerree st aes seaeenreaenreans

No Nama Tanda Tangan

10

Jumlah Kepala Keluarga : orang

Bontang, ......... Januari 2018

Ketua RT. ..........
Kelurahan .....ovevevivveeieeeeeeeenn,




Acara

Hari/Tanggal

Kode Kecamatan
Kode Kelurahan
Nomor RT

Tanda Terima Undangan

Rembug Warga RT. ...... Kelurahan .......cccooevervennen.

......................... , weeeee. Januari 2020

No

Nama Tanda Tangan

Tanggal

10

11

12

13

14

15




RW-5

Kode Kecamatan

Kode Kelurahan

Nomor RT.
RUKUN TETANGGA (RT) .........
KELURAHAN ...t e
KECAMATAN ..ot
Nomor PP PP PPN
Lampiran ettt ettt eeeeteeteeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetertttttttrererennnnanaaaaann
Perihal :  Undangan Rembug Warga
Kepada Yth. ..o,
di
Tempat

Dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat untuk Perencanaan Pembangunan Kota

Bontang tahun 2020, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir

pada;
Hari/Tanggal L e ) e Januari 2020
Waktu D e S/ i, Wita
Tempat L eeteerereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetteteterrrrrr———————————————
Acara . Rembug Warga

Mengingat pentingnya acara ini, kehadiran Bapak/lbu/Saudara/i sangat diharapkan. Apabila

berhalangan hadir mohon diwakilkan pada anggota keluarga yang sudah dewasa.

Bontang, ...... Januari 2020

Rukun Tetangga ............
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